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 i 
ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA 
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA                     
PENYIARAN PUBLIK LOKAL 
 
IRWANDI 
11375104878 
 
Dalam memenuhi tuntutan rakyat akan adanya keterbukaan informasi 
berusaha mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang 
merupakan upaya memberi hak atas frekuensi sebagai wilayah public. Untuk 
menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum 
pengaturan penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Pada pasal 14 ayat 3 dikatakan 
“Didaerah, Provinsi, Kabupaten, atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan diwilayah Kabupaten Lingga. Analisa 
data dalam penelitian ini secara deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu 
(LPPL BTM) yang sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan didalam 
pengimplementasian suatu kebijakan peraturan Pemerintah Daerah dengan baik. 
seperti setiap program yang telah disusun dengan rapi, walaupun dalam 
memberikan hiburan juga menyampaikan sumber informasi kepada masyarakat. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan penyelenggaraan 
penyiaran di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu 
Kabupaten Lingga seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, anggaran, 
fasilitas pendukung didalam melaksanakan kebijakan dan kemampuan didalam 
melaksanakan organisasi.  
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Revolusi teknologi dan globalisasi informasi telah mendorong terjadinya 
proses demokratisasi di masyarakat. Perkembangan tersebut telah melahirkan 
masyarakat yang semakin kritis dan semakin peduli terhadap kebijakan-kebijakan 
publik yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya. 
Pemerintah harus responsive dan akomodatif untuk menyediakan keterbukaan dan 
transparansi mengenai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. 
Masyarakat berhak mendapatkan informasi sebagai bentuk pelayanan terhadap 
kebutuhan publik. 
Negara dalam memenuhi tuntutan rakyat akan adanya keterbukaan informasi 
berusaha mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang merupakan 
upaya memberi hak atas frekuensi sebagai wilayah publik (public sphere). 
Wilayah publik ialah sebuah wilayah sosial yang terbuka, bebas dari sensor dan 
dominasi, yang memungkinkan kehidupan kehidupan sosial manusia membentuk 
opini publik yang relative bebas. Keberadaan LPP sebagai wilayah publik (public 
sphere) merupakan bentuk implementasi negara terhadap keterbukaan informasi 
publik yang mana memberi ruang bagi publik untuk bersama-sama belajar 
memahami satu sama lain. Penekanannya mengenai pembentukan kepekaan 
kemasyarakatan (sense of public) berpartisipasi dalam kehidupan. 
Untuk menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan 
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hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Pada pasal 14 ayat 3 
dikatakan “Didaerah, Provinsi, Kabupaten, atau Kota dapat didirikan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal”. Setiap wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota 
diberikan kewenangan untuk mendirikan LPP sebagai pelayanan keterbukaan 
informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan serta menjalin komunikasi kepada 
masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga 
Penyiaran Publik memperkuat keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
(LPPL) untuk didirikan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. 
Kabupaten Lingga dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu membentuk 
sebuah media untuk menyampaikan segala keterbukaan informasi kepada 
masyarakat Kabupaten Lingga. Langkah yang diambil adalah mendirikan LPPL 
yang diberi nama Bunda Tanah Melayu (BTM) sebagai penyelenggara penyiaran 
Publik. Awalnya, penyelenggaraan LPPL berdasarkan pada Peraturan Bupati 
Lingga Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Radio Bunda Tanah Melayu 
FM sebagai LPPL dikabupaten Lingga, berada dibawah koordinasi Kepala 
subbagian Humas dan Protokoler pada Bagian Umum dan Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. LPPL menjadi tempat penyampaian 
informasi pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mengajak berpartisipasi 
dan semakin kritis terhadap kemajuan pembangunan dan mengontrol jalannya 
pemerintahan.  
Namun didalam pengajuan legalitasnya melalui proses yang panjang. 
Legalitas itu diperoleh setelah melalui proses panjang dengan berbagai tahapan, 
mulai dari pengajuan berkas permohonan, pelaksanaan Forum Rapat Bersama 
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(FRB), penerbitan IPP sementara, pengurusan Izin Stasiun Radio, evaluasi uji 
coba siaran, hingga pada akhirnya oleh Kemkominfo RI melalui Direktorat 
Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Izin Prinsip Penyiaran 
(https://probatam.co/2019/07/09/lppl-radio-bunda-tanah-melayu-resmi-mengudara 
-di-lingga/) 
Radio Bunda Tanah Melayu ini resmi sebagai satu-satunya LPPL yang 
beroperasi di wilayah Kabupaten Lingga dengan frekuensi 88.0 FM sesuai 
keputusan forum rapat bersama antara Kemenkominfo RI, KPI Pusat, KPID Kepri 
dan Balmon Kelas II Batam. Sejak dari awal berdirinya pada tahun 2008. Izin ini 
tercatat mulai tanggal 8 Juli 2019 yang akan belaku selama 5 tahun kedepan. 
RBTM mendapatkan izin penyiaran tersebut setalah melalui berbagai proses 
pengajuan, termasuk pengurusan izin stasiun radio hingga uji coba siaran. Radio 
Bunda Tanah Melayu yang merupakan salah satu bagian dari Kominfo dan 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga ini baru pertama kalinya menerima 
IPP tetap. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Bunda Tanah Melayu 
(RBTM) yang mengudara di kawasan Kabupaten Lingga kini resmi meengantongi 
Izin Prinsip Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. 
Sejak lebih dari 10 tahun berdiri, Ima menyebutkan RBTM harus mengikuti 
ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang telah ditentukan. IPP 
tersebut dapat saja ditarik jika suatu saat tidak mentaati peraturan yang berlaku. 
Ima juga menerangkan jika, IPP tersebut dilarang dipindah tangankan kepihak 
lain termasuk IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, dialihkan 
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kepada badan hukum lain atau perseorangan. Radio yang berada di frekuensi 88.0 
FM ini terbilang cukup lama menjadi sarana informasi masyarakat di Kabupaten 
Lingga. Diharapkan pula dengan adanya izin tersebut dapat menjadi media yang 
membantu perkembangan dan pembangunan oleh Pemkab Lingga. Mengingat 
RBTM merupakan bagian dari Kominfo dan Humas Sekretariat Daerah Pemkab 
Lingga. (https://kumparan.com/kepripedia/rbtm-lingga-resmi-dapat-izin-
penyiaran-1rRIj5zTTw4/full) 
Adapun fenomena yang terjadi dimana LPPL mengalami kendala dalam 
pelaksanaan penyiaran. Terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran dana 
pembiayaan LPPL yang berasal dari Anggara Pembiayaan Belanja Daerah 
(APBD) mengganggu kegiatan penyelenggaraan penyiaran. Dimana pada saat itu 
terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai selama 6 bulan, kendala 
kerusakan peralatan teknik operasional yang menyebabkan stasiun penyiaran 
radio tidak dapat melaksanakan produksi penyiaran selama lebih kurang 3 bulan. 
Dengan kedudukan tersebut, kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan 
penyiaran publik lokal Kabupaten Lingga menjadi terbatas. Menyikapi kendala 
tersebut, LPPL kemudian mengajukan kepada pemerintah daerah Kabupaten 
Lingga untuk mengubah kebijakan peraturan penyelenggaraan penyiaran publik 
lokal Kabupaten Lingga. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah 
melahirkan masyarakat informasi yang makin banyak tuntutannya akan hak untuk 
mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan 
pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.   
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Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa 
implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran lokal. Penyiaran telah 
menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, 
dunia bisnis, dan pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, 
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran sebagai landasan hokum pengaturan penyelenggaraan penyiaran di 
Indonesia. Penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Lingga selama ini berada 
dibawah koordinasi Kepala subbagian Humas dan Protokoler pada Bagian Umum 
dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Dengan kedudukan 
tersebut, maka kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan penyiaran pablik 
lokal Kabupaten Lingga menjadi terbatas. Oleh karena itu, dengan terbitnya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka keberadaan 
lembaga penyiaran milik pemerintah daerah harus disesuaikan  dengan 
membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
Dalam perkembangannya, pemerintah menetapkan kebijakan baru berupa 
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga sebagai pengganti terhadap 
Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2008. Adanya perda memberikan dasar hukum 
keberadaan LPPL yang kedudukannya di akui segara legalitas. LPPL menerapkan 
sistem siaran berjaring yang merupakan pelaksanaan desentralisasi penyiaran 
dimana terdapat kerja sama antara stasiun pusat dengan stasiun daerah. Radio 
BTM dalam pelaksanaan sistem siaran berjaring terhubung dengan Radio 
Republik Indonesia (RRI) Tanjung Pinang. 
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Perda nomor 03 tahun 2012 tentang lembaga penyiaran pubik lokal 
Kabupaten Lingga memberikan kewenangan dan ruang gerak perkembangan 
keberadaan LPPL Kabupaten Lingga. Perda tersebut mengatur LPPL mulai dari 
pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, 
kepegawaian, tata kerja serta pembiayaan dan pendapatan LPPL. Adanya Perda 
tersebut, diharapkan LPPL dapat meningkatkan produktivitas baik dari segi 
kualitas dan kuantitas dalam penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Lingga. 
Peraturan yang dibuat pemerintah tersebut, tentunya harus diimplementasikan 
demi memenuhi pelayanan terhadap keinginan publik untk mendapatkan 
keterbukaan informasi. 
Hasil pengamatan diperoleh informasi perubahan kebijakan dari peraturan 
bupati menjadi perda salah satunya ialah bagian struktur organisasi, ditambah 
adanya bagian stasiun penyiaran. Pada perda pasal 6 ayat 1 menyebutkan 
“susunan organisasi LPPL terdiri dari : dewan pengawas, dewan direksi dan 
stasiun penyiaran”. Sedangkan struktur LPPL BTM hingga saat ini tidak ada 
pegawai bagian stasiun penyiaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari 
perda. 
Berdasarkan perda, stasiun penyiaran merupakan “penyelenggara kegiatan 
penyiaran radio maupun televisi yang berlokasi di ibukota Kabupaten Lingga. 
LPPL dapat mendirikan stasiun cabang pada setiap kecamatan di wilayah 
Kabupaten Lingga yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan tertulis dari 
dewan pengawas”. Hingga saat ini, yang menjadi penyelenggara kegiatan 
penyiaran ialah pegawai yang bekerja pada bagian penyiaran dan pemberitaan. 
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Mereka bekerja merangkap tugas mengelola kegiatan penyiaran dan merancang 
program acara serta melaksanakan kegiatan siaran radio bidang informasi, hiburan 
dan iklan. LPPL juga tidak melakukan pendirian stasiun cabang disetiap 
kecamatan diwilayah Kabupaten Lingga sebagai pengembangan penyiaran. 
Tabel 1.1 
Jumlah pegawai berdasarkan bidang BTM Kabupaten Lingga 
No. Bidang kepegawaian Personil 
1.  Dewan Pengawas 3 
2.  Dewan Direksi 3 
3.  Bagian Produksi dan Teknisi 3 
4.  Bagian penyiaran dan pemberitaan 7 
5.  Bagian Administrasi, Perlengkapan dan rumah tangga 2 
6.  Bagian Pemasaran dan Humas 2 
Jumlah 20 
Sumber data : LPPL BTM 2016 
 
Berdasarkan perda pasal 10 menjelaskan “Tugas dewan direksi memimpin 
dan mengelola LPPL sesuai tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya 
guna dan hasil guna. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan 
operasional penyiaran”. Ketentuan operasional lembaga yang dibuat direksi akan 
berpengaruh pada perekrutan dan penempatan pegawai yang akan bekerja 
menjalankan tujuan lembaga. Ketentuan operasional penyiaran akan memberikan 
petunjuk kerja bagi pegawai yang akan memberikan pengaruh terhadap kualitas 
produksi siaran yang berdampak pada ketertarikan seluruh masyarakat kabupaten 
lingga untuk mendengarkan radio. Sehingga dari banyaknya jumlah pendengar 
yang berpartisipasi di radio akan mempengaruhi pengusaha maupun instansi-
instansi untuk memasangkan iklan yang akan memberikan kontribusi bagi 
pendapatan LPPL yang kemudian disetorkan ke kas pemerintah Kabupaten 
Lingga. 
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Tabel 1.2 
Jumlah iklan masuk bagian pemasaran LPPL Bunda  
Tanah Melayu Kabupaten Lingga 
 
Bulan 2014 2015 2016 
Januari 2 2 6 
Februari 9 3 0 
Maret 5 6 0 
April 5 5 0 
Mei 8 6 5 
Juni 0 4 7 
Juli 5 4 1 
Agustus 4 2 0 
September 7 2 0 
Oktober 5 8 0 
November 8 9 2 
Desember 5 5 1 
Jumlah 63 53 22 
Sumber data : LPPL Bunda Tanah Melayu 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Asmu‟I tentang implementasi Kebijakan 
Penyiaran pada lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia (LPP 
TVRI) Stasiun Kalimantan selatan dalam jurnal penelitian “pers dan komunikasi 
pembangunan volume 16 No 3 februari 2013”, implementasi kebijakan yang pada 
operasional penyiaran terjadi rangkap kerja dikarenakan tidak meratanya 
kemampuan sumber daya manusia menyebabkan penyelenggaraan penyiaran 
belum dapat berjalan dengan lancer dan optimal. Rendahnya profesionalisme 
karyawan dan sarana peralatan teknik produksi yang kurang memadai menjadi 
hambatan dalam penyelenggaraan siaran. 
Didasari yang terjadi di LPPL BTM, maka tertarik untuk menganalisa 
permasalahan kedalam sebuah penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 
2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL” 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dirumuskan 
permasalahan : 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 
03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda 
Tanah Melayu? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan 
penyiaran di LPPL Radio Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga 
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Lokal Radio Bunda 
Tanah Melayu. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
penyelenggaraan penyiaran di LPPL Radio Bunda Tanah Melayu 
Kabupaten Lingga. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
acuan khususnya kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah 
Melayu Kabupaten Lingga. 
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b. Secara Akademis 
1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian yang 
akan datang atau bagi peneliti selanjutnya. 
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi media untuk 
mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari. 
3. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan, 
pemahaman, penalaran, pengembangan ilmu pengetahuan dalam 
bidang ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  KAJIAN TEORI 
Pada bab ini mengemukakan teori yang berhubungan 
dengan judul penelitian. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini penulis mengemukakan tentang lokasi 
penelitian, jenis data, populasi, sampel, teknik pengumpulan 
data, dan teknik analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
   Pada bab ini penulis memuat sejarah singkat berdirinya 
perusahaan, kegiatan, aktifitas, dan pertumbuhan 
perusahaan serta struktur organisasi perusahaan. 
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BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dari hasil 
penelitian yang dilakukan. 
BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 
   Pada bab ini penulis menjelaskan tentang rangkuman 
pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang 
bermanfaat. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
2.1 Impementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam 
proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar 
kebijakan tersebut tidak hanya akan sekedar berupa rencana bagus yang 
tersimpan rapi dalam arsip tetapi suatu tindakan mencapai tujuan yang akan 
memberikan dampak setelah dilaksanakan. 
Menurut Mazmanian dan Sabatier (Nugroho; 2003 : 160) 
mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan kejadian dalam 
kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan, yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian”. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diperoleh pemahaman 
bahwa proses implementasi kebijakan itu bersangkut paut tidak hanya 
dengan prilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab 
melaksanakan program, tetapi juga berpengaruh terhadap dampak 
dimasyarakat. 
Menurut Lester dan Stewart (Winarno; 2012 : 147) implementasi 
dipandang secara luas, mempunyai makna “pelaksanaan undang-undang 
dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk 
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan 
atau program-program”. Implementasi disini diartikan sebagai salah satu 
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proses dimana undang-undang diterapkan dalam lingkungan dan pihak yang 
terlibat bekerja sama untuk menjalankan program sesuai peratuan dalam 
rangka mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan. 
Implementasi kebijakan menurut Santosa (2012:43) adalah “aktivitas-
aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara 
efektif”. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari berbagai 
kegiatan yang dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan. 
 Menurut Ripley dan Franklin, sebagaimana dikutip Winarno 
(2012:148) “implemantasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 
(benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)”. Konsep 
implementasi ini menunjuk pada kegiatan maupun tindakan yang dilakukan 
setelah diterapkannya peraturan yang mana memberikan kewenangan untuk 
membuat program yang memiliki dampak setelah dilaksanakannya. 
Winarno (2012:148) berpendapat “implementasi melibatkan sejumlah 
aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian”. Pelaksanaan dari sebuah 
kebijakan melibatkan para pegawai sebagai aktor yang terlibat untuk 
menjalankan kebijakan dalam mengatur organisasi diperlukan teknik 
pengendalian agar kebijakan tersebut dapat dijalankan sebagaimana 
mestinya. 
Menurut Grindle (Winarno; 2012 : 149) menyatakan “tugas 
implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan 
tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu 
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kegiatan pemerintah”. Tugas dari implementasi mencakup menjalin 
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mempermudah 
penerapan kebijakan direlisasikan dalam lingkungan sebagai bentuk 
tindakan yang dilakukan pemerintah. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno;2012:149) implementasi 
ialah “sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 
(atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan kebijakan sebelumnya”.  
Nugroho (2003:158) menyatakan “implementasi kebijakan pada 
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk 
mengimplementasikan hasil kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka 
yang ada,  yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 
kebijakan publik tersebut”. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, dalam suatu 
kebijakan faktor yang utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana 
pelaksanaan dari suatu kebijakan yang dibuat. Karena sebagus apapun 
sebuah kebijakan yang dibuat jika tidak dilaksanakan, makaa tujuan dari 
kebijakan tersebut tidak akan tercapai. 
Menurut Mazmanian dan Sabartier (Agustino;2008 :144-149) “peran 
penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 
mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-
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tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel 
diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu : 
1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : 
a. Kesukaran-kesukaran teknis, 
b. Keberagaman prilaku yang diatur, 
c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok 
sasaran, 
d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan prilaku yang dikehendaki. 
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, 
meliputi : 
a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang 
dicapai, 
b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, 
c. Ketetapan alokasi sumberdana, 
d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-
lembaga atau instansi-instansi pelaksana. 
e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, 
f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam 
undang-undang 
g. Akses formal pihak-pihak luar. 
3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi 
implementasi, meliputi : 
a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi 
b. Dukungan publik 
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c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. 
d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat 
pelaksana. 
 
 
Gambar 2.1 
Model pendekatan A Framework for Implementation Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : mazmanian dan sebartier (Agustino; 2008 : 149) 
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Menurut Edward III (Agustino;2008 : 148) “terdapat empat 
variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, 
yaitu : 
1. Komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila mereka yang 
melaksanakan keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka 
kerjakan. Indikatornya : transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 
2. Sumberdaya. Merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. 
Terdiri dari staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. 
3. Disposisi. Para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan 
dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam 
praktiknya tidak terjadi bias. Indikatornya : pengangkatan birokrat dan 
insentif. 
4. Struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus 
dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik 
dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Indikatornya : 
Standar Operating Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. 
Gambar 2.2 
Model pendekatan Direct and Indorect Impact On Implementation (George 
Edward III) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Edward III (Agustino; 2008 : 150) 
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Model implementasi kebijakan ini membahas faktor yang 
menghambat dan membantu jalannya suatu kebijakan. Implementasi dari 
setiap kebijakan melewati proses yang dinamis yang mencakup banyak 
interaksi yang akan mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino; 2008 : 141-144) 
“proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu 
implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 
meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 
dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan implementasi 
kebijakan berjalan linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan 
kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja 
kebijakan publik tersebut : 
1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya 
dari penilaian sejauh mana ukuran dan tujuan dari sebuah kebijakan 
telah direalisasikan. 
2. Sumberdaya 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
3. Karakteristik agen pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 
organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan 
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(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 
cocok dengan para agen pelaksananya. 
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat 
banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 
implementasi kebijakan publik. 
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara 
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka 
asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. 
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 
Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 
kebijakan publik yang telah ditetapkan. 
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Gambar 2.3 
Model pendekatan The Policy Implementation Process  
(Donald  Van Meter dan Carl Van Horn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Van Meter dan Van Horn (Agustino;2008 : 144) 
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lingkungan internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi dalam 
proses implementasi kebijakan. 
 
2.2 Lembaga Penyiaran Publik 
Lembaga Penyiaran Publik (Public Broadcasting) atau dikenal juga 
dengan sebutan Public Service Broadcasting (PBS) adalah penyiaran dibuat, 
dibiayai dan dikontrol oleh publik, untuk publik. Hal ini tidak komersial 
maupun milik negara, bebas dari campur tangan politik dan tekanan dari 
kekuatan komersial (iklan). LPP merupakan milik negara yang bersifat 
independen, bebas dari tekanan lingkungan dan penyiarannya untuk 
kepentingan publik. 
Menurut UNESCO, sebagaimana dikutip Wiratmo (2011:4) 
mengatakan “Public Broadcasting adalah organisasi penyiaran milik pubik, 
yang berbicara kepada semua orang sebagai warga negara. Lembaga 
penyiaran publik mendorong akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. 
Mereka mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan dan 
memungkinkan orang untuk lebih memahami diri, dunia dan lain-lain 
dengan pemahaman yang lebih baik. 
Pandangan ini menjelaskan LPP sebagai pemersatu dan pemberi 
semangat kepada semua orang untuk ikut serta dalam kehidupan demokrasi. 
Masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan 
melalui informasi yang disampaikan, sehingga lebih memahami diri sendiri 
dan lingkungan serta kritis terhadap perubahan yang terjadi. 
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Menurut Banerjee dan Seneviratne (Wiratmo; 2011 : 4) “penyiaran 
publik didefinisikan sebagai tempat pertemuan di mana semua warga 
menyambut baik dan dianggap setara. Informasi dan program edukasi yang 
dapat di akses oleh dan untuk semua, apapun latar belakang maupun status 
sosial atau ekonominya”. LPP merupakan media tempat semua orang bisa 
mendengarkan dan mengakses informasi dan program lainnya tanpa 
memandang perbedaan. Memiliki kebebasan yang sama menikmati apa 
yang disajikan LPP tanpa tekanan. 
Menurut UNESCO (Wiratmo;2011 : 5) “lembaga penyiaran yang 
ideal bersifat, yaitu : 
1) Universality (universalitas) : penyiaran publik harus dapat diakses 
oleh setiap warga diseluruh tempat. 
2) Diversity (keanekaragaman) : layanan yang ditawarkan oleh 
penyiar publik harus terdiversifikasi di setidaknya tiga cara : genre 
program yang ditawarkan, para penonton yang ditargetkan, dan 
subyek yang dibahas. 
3) Independence (independensi) : penyiaran publik merupakan forum 
dimana ada kebebasan ide, yaitu saat dimana informasi pendapat 
dan kritik dapat beredar. 
4) Distinctiveness (kekhususan) : layanan yang ditawarkan oleh 
penyiaran publik harus berbeda dari jasa penyiaran lainnya. 
LPP sebagai lembaga penyiaran yang ideal, bisa diakses semua orang 
tanpa status perbedaan. Layanan yang ditawarkan harus mencerminkan 
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keragaman kepentingan melalui berbagai jenis program, sehingga siarannya 
dapat memberi pencerahan dan menarik semua kalangan. Kebebasan 
penyiaran publik juga jauh dari pengaruh komersial atau politik. Dalam 
program layanan publik, Nampak kualitas dan karakter khusus dari 
program-programnya, masyarakat harus dapat mengidentifikasi apa yang 
membedakan layanan ini dari jenis layanan penyiaran lainnya. 
Wiratmo (2011:8) menyebutkan LPPL memiliki “tiga fungsi utama, 
yaitu : 
1. Memberi kesempatan bagi publik untuk berperan serta 
menyuarakan pikiran dan keinginannya berkaitan dengan program 
siaran. 
2. Sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat yang 
kepentingannya tidak terwadahi dan diberikan oleh lembaga 
penyiaran swasta maupun berlangganan. 
3. Mengangkat nilai-nilai lokal dengan segala pernak perniknya, 
ragam budaya, karakter masyarakatnya dan sebagainya”. 
Berdasarkan pendapat Wiratmo menunjukkan keberadaan LPPL 
menjadi penting. LPPL menjadi wadah bagi publik untuk aktif berpartisipasi 
dalam menyuarakan kepentingan dalam memperoleh informasi serta 
menunjukkan kreatifitas nilai lokal untuk menjaga kearifan budaya daerah. 
Menurut Wiratmo (2011:7) “Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat 
diumpamakan sebagai „taman penyiaran‟ menjadi tempat bertemunya 
berbagai kepentingan dan lapisan masyarakat. Sebagai bentuk fasilitas 
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umum (fasum) di udara untuk memberi kenyamanan bagi publik yang 
kepentingannya tak terwakili oleh media arus utama (media mainstream)”. 
LPPL merupakan media tempat semua jenis lapisan masyarakat dengan 
berbagai kepentingan bertemu dalam sebuah fasilitas umum yang 
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kenyamanan masyarakat 
mengungkapkan kepeduliannya terhadap lingkungan. 
 
2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 
1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
Pada pasal 4 disebutkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok 
memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, 
kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk 
kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran 
radio maupun televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten 
Lingga. 
2. Sumber daya 
Pada pasal 6 susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
terdiri dari : 
a. Dewan pengawas 
b. Dewan direksi 
c. Stasiun penyiaran 
Anggaran pembiayaan dan pendapatan di atur dalam pasal 24 ayat (1) 
yang menyebutkan pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
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berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan ayat (2) 
pendapatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersumber dari siaran 
iklan dan sumbangan pengguna jasa penyiaran. 
3. Karakteristik agen pelaksana 
Pasal 7 ayat (1) menyebutkan anggota dewan pengawas berjumlah 3 
orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas 
berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas. 
Pada pasal 9 ayat (1) anggota dewan direksi berjumlah 3 orang, yang 
terdiri atas 1 orang direktur utama sebagai penanggung jawab umum, 1 
orang direktur umum, dan 1 orang direktur program dan operasional. 
Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Stasiun Penyiaran merupakan 
penyelenggara kegiatan penyiaran radio maupun televisi lokal yang 
berlokasi di ibukota Kabupaten Lingga. 
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana 
Pada pasal 26 menyebutkan peraturan daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Lingga. 
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
Pada pasal 10 ayat (8) menyebutkan tugas dewan direksi menjalin 
kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten 
Lingga maupun di luar wilayah Kabupaten Lingga. 
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6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 
Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan “dalam melaksanakan tugasnya, 
setiap pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga 
Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai tugas 
masing-masing. 
 
2.4 Konsep Tentang Administrasi Negara 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan penyiaran 
publik, terlebih dahulu melihat makna administrasi. Menurut Siagian 
(2008:2) administrasi adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua 
orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan 
yang telah ditentukan”. Berdasarkan pendapat Siagian, dapat disimpulkan 
bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan 
tertentu. Terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu : dilakukan sekelompok orang 
yang berada dalam suatu organisasi, berlangsung dalam jalinan kerjasama, 
dan menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Menurut pandangan Dimock (Ibrahim;2009 : 1) “administrasi negara 
merupakan kegiatan suatu pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan 
dan kebijakan politik”. Pandangan ini menyebutkan bahwa Administrasi 
negara merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 
menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan membuat berbagai kebijakan. 
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John M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie (2009: 31), 
memberikan definisi administrasi negara sebagai berikut: 
1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan 
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan 
politik 
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-
usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari 
pemerintah 
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang 
bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak 
terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha 
sejumlah orang. 
Administrasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik 
ialah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh agen pelaksana setelah 
kebijakan ditetapkan untuk memberikan dampak pada publik. Kebijakan 
tersebut diterapkan oleh para administrator agar memberikan output nyata 
dari sebuah kebijakan. 
 
2.5 Kajian  Tentang Kebijakan Publik 
a. Konsep Kebijakan 
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus 
di jadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan. 
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Kebijakan juga diartikan keputusan yang menjadi pedoman tingkah laku 
yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan 
secara sengaja guna mengatasi masalah. 
Presthus (Santosa; 2012 : 34) mengatakan “bahwa kebijakan dalam 
pengertiannya yang paling fundamental adalah, satu pilihan yang dilakukan 
oleh seorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat 
menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau mengerangkakan 
seperangkat tindakan, baik nyata maupun tidak”. Kebijakan merupakan 
suatu keputusan yang diambil sekelompok orang sebagai aturan yang 
diberlakukan untuk memberi petunjuk dalam mengambil tindakan. 
Carl Frediedrich (Winarno;2012 : 20-21) memandang kebijakan 
sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-
hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”. Pandangan ini 
menganggap kebijakan sebagai tindakan yang diusulkan oleh pihak yang 
berkepentingan atau pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah atau 
persoalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Menurut Anderson (Winarno;2012 : 21) “kebijakan merupakan arah 
tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah 
aktor dalam mengatasi persoalan”. Konsep ini memusatkan pada apa yang 
dilakukan, sebuah keputusan dari berbagai alternative yang ada. Lebih 
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lanjut, Anderson menjelaskan “suatu kebijakan mencakup tidak hanya 
keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi 
juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya”. Artinya 
kebijakan tidak hanya sekedar peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan untuk mengatasi permasalahan, didalam kebijakan juga terdapat 
tata cara implementasi/pelaksanaan dari kebijakan yang telah diputuskan. 
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aktor untuk 
mengatasi masalah, biasanya untuk kepentingan publik. Dimana dalam 
penyelenggaraan bernegara, terjadi kehidupan yang kompleks. Sehingga, 
pemerintah membuat sebuah keputusan untuk penanganan dari 
permasalahan-permasalahan yang ditetapkan menjadi kebijakan yang 
berbentuk peraturan. Kebijakan pada intinya berisikan hal-hal yang 
mengatur kepentingan publik. 
b. Makna Publik 
Publik dalam berkehidupan, didefinisikan sebagai sekelompok 
individu atau manusia dalam jumlah yang besar. Mereka mempunyai tujuan 
yang lebih terarah, dan teratur serta menjalin hubungan satu sama lain. 
Pandangan yang sama mengenai publik dijelaskan Inu dkk 
(Sinambela; 2011 : 4) “pubik adalah sejumlah manusia yang memiliki 
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan 
baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang merasa memiliki”. Pubik 
dipandang sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesamaan terhadap 
berbagai hal diatur berdasarkan nilai dan norma yang mereka sepakati. 
30 
 
 
Publik selalu dikaitkan dengan kebijakan. Menurut Abidin (2012:7) 
pengertian “publik dalam rangkaian kata public policy memiliki tiga 
konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum”. Publik merupakan 
pemerintah yang membuat kebijakan untuk masyarakat yang menjadi objek 
kebijakan dan berlaku untuk umum. Jadi, semua orang yang berada pada 
satu lingkungan yang sama-sama diatur oleh kebijakan dianggap sebagai 
publik. 
George Frederickson (Pasolong; 2007 : 6-7) menjelaskan konsep 
publik dalam lima perspektif: 
1. “Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai 
manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan 
masyarakat, 
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas 
individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan sendiri, 
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan 
publik diwakili melalui „suara‟, 
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri 
dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun 
dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan 
pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai 
publik. 
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5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai 
publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga 
negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang 
sebagai sesuatu yang paling penting”. 
Publik adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama 
membentuk masyarakat menyuarakan kepentingan bersama menuntut 
adanya pelayanan birokrasi sebagai haknya menjadi warga negara dalam 
partisipasi penyelenggaraan bernegara. Untuk megatur pelayanan tuntutan 
publik pemerintah menetapkan kebijakan yang biasanya disebut kebijakan 
publik. 
c. Kebijakan Publik 
Istilah kebijakan publik sering dipakai untuk menunjukkan sesuatu 
hal khusus yang dibuat oleh pemerintah dari adanya tuntutan-tuntutan 
publik. Kebijakan publik adalah “apa yang dipilih oleh pemerintah untuk 
dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Santosa; 2012 : 35). Melalui definisi ini 
dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan 
pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. 
Carl Friedrich (Santosa;2012 : 35) mendefinisikan kebijakan pubik sebagai 
“seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan 
diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”. 
Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya 
dikerjakan, dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu 
keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. 
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Pandangan yang sama dirumuskan Anderson (Santosa; 2012 : 35) 
“kebijakan publik sebagai kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk 
mengatasi suatu masala”. Kebijakan publik dipandang sebagai pilihan 
tindakan yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah. 
Menurut Abrar (Mardiana; 2011 : 24) menjelaskan “kebijakan 
komunikasi merupakan kebijakan publik, dan sebagai kebijakan publik, 
kebijakan komunikasi memiliki palin tidak lima kriteria, yaitu : (1) 
memiliki tujuan tertentu; (2) berisi tindakan pejabat pemerintah; (3) 
memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah; (4) bisa bersifat 
positif dan negative; dan (5) bersifat memaksa/otoritatif. Kebijakan 
komunikasi dimaknai seluruh peraturan yang mengatur proses komunikasi 
masyarakat, termasuk media di dalamnya”. 
Kebijakan komunikasi merupakan kebijakan publik yang mana 
memiliki kriteria adanya tujuan tertentu yang harus dicapai, sehingga dibuat 
rencana rangkaian usaha-usaha yang akan dilakukan pemerintah kemudian 
dilaksanakan sehingga menimbulkan adanya dampak yang bersifat 
memaksa untuk dituruti. Jadi, kebijakan komunikasi merupakan peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur seluruh proses 
komunikasi didalam masyarakat termasuk media penyebarannya. Kebijakan 
yang dibuat tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pelaksana 
kebijakan. 
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d. Public Policy Cycle 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 
karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Proses 
kebijakan publik dilukiskan sebagai serangkaian tahap yang saling 
bergantung diatur menurut urutan waktu. Proses pembuatan kebijakan 
publik menurut Dunn (2003:45) adalah “serangkaian tahap yang saling 
bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, 
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
penilaian kebijakan”. 
Gambar 2.4 
Diagram proses kebijakan public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dunn (Subarsono; 2012 : 19) 
Perumusan 
masalah 
penilaian 
Peramalan 
(forcasting) 
Rekomendasi 
pemantauan 
 
Penyusunan Agenda 
Formulasi kebijakan 
Adopsi kebijakan 
Implementasi kebijakan 
Evaluasi kebijakan 
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1. “Penyusunan agenda merupakan tahapan perumusan masalah yang 
memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan 
masalah. 
2. Formulasi kebijakan merupakan tahapan forecasting (peramalan), 
memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari 
diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat 
kebijakan. 
3. Adopsi kebijakan merupakan tahap rekomendasi kabijakan, yang 
memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan 
merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih 
paling tinggi. 
4. Implementasi kebijakan merupakan tahapan monitoring kebijakan, yang 
mana memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa 
lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. 
5. Penilaian kebijakan merupakan tahap evaluasi kebijakan yang memberikan 
informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan”. 
Berdasarkan pendapat Dunn diketahui proses kebijakan  publik 
dimulai dari penyusunan agenda dimana sebuah isu berhasil menjadi 
masalah dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat yang menjadi 
agenda pemerintah. Langkah kedua formulasi masalah, dimana 
permasalahan dibahas dan dicari pemecahan berbagai alternatif yang ada. 
Langkah selanjutnya ialah adopsi kebijakan yakni merekomendasikan 
alternatif-alternatif untuk dipertimbangkan dalam mengatasi masalah. 
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Kemudian implementasi kebijakan ialah meralisasikan alternatif yang teah 
dipilih berupa tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dalam suatu keputusan. Implementasi hakikatnya dampak yang terjadi 
setelah program dilaksanakan. Evaluasi kebijakan menilai berhasil atau 
tidaknya suatu kebijakan. Keseluruhan proses kebijakan publik saling 
berkaitan dan penting. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keseluruhan 
proses menentukan kebijakan tersebut berhasil atau tidak. 
 
2.6 Pandangan Islam Tentang Implementasi 
Surat An-Nahl Ayat 125 
                             
                      
Artinya:   “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 
 
Surah Al-Hujurat : 06 
                           
               
Artinya :  “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik 
kepadamu membawa berita, maka tangguhkanlah (hingga kamu 
mengetahui kebenarannya) agar tidak menyebabkan kaum berada 
dalam kebodohan (kehancuran) sehingga kamu menyesal terhadap 
apa yang kamu lakukan”  
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Surat Al-Baqarah Ayat 119 
                          
Artinya:   “Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan 
kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) 
tentang penghuni-penghuni neraka.” 
 
Surat Al-Baqarah [2:191] 
                         
                         
              
Artinya :  “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan 
usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); 
dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan 
janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali 
jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 
memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. 
Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.” 
 
Surat Ali 'Imran Ayat 104 
                           
         
Artinya:   “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 
beruntung” 
 
Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Intisari yang 
seharusnya menjiwai seluruh kegiatan komunikasi adalah menyuruh orang 
untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat, yang 
dikenal dengan istilah amar makruf nahi munkar 
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2.7 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
Judul Rumusan masalah Tujuan Perbedaan Hasil Penelitian 
Studi kelayakan pendirian 
Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP) lokal televisi di 
Kabupaten Banyumas 
Bagaimana pendapat 
masyarakat terhadap 
rencana didirikannya 
Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP) lokal televisi di 
Kabupaten Banyumas? 
Untuk mengetahui usulan 
masyarakat terhadap rencana 
didirikannya Lembaga 
Penyiaran Publik (LPP) Lokal 
Televisi sesuai ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2005 tentang 
penyelenggaraan Lembaga 
Penyiaran Publik 
Perbedaan dalam 
penelitian ini 
membahas kelayakan 
pendirian Lembaga 
Penyiaran Publik (LPP) 
lokal televisi di 
Kabupaten Banyumas 
dengan implementasi 
perda  
Hasil penelitian menjelaskan 
bahwa pendirian Lembaga 
Penyiaran Publik (LPP)  sudah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2005 didalam menyelenggarakan 
kegiatan penyiaran public. 
Impementasi kewenangan 
Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Sulawesi 
Tengah menurut Undang-
undang Nomor 03 tahun 
2002 tentang penyiaran 
Bagaimanakah kewenangan 
komisi penyiaran Daerah 
Sulawesi Tengah dalam 
penyelenggaraan penyiaran 
Untuk mengetahui 
kewenangan apa yang 
dijalankan Komisi Penyiaran 
Daerah Sulawesi Tengah 
dalam penyelenggaraan 
penyiaran 
Perbedaan dengan 
penelitian ini adalah 
mengenai 
pengimplementasian 
perda, dan lokasi 
penelitian  
Hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan dimana kewenangan 
komisi penyiaran Daerah Sulawesi 
Tengah dalam penyelenggaraan 
penyiaran menjadi suatu hal yang 
penting sehingga 
pengimplementasian Undang-
undang Nomor 03 tahun 2002 
tentang penyiaran dapat berjalan 
dengan maksimal sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah melalui undang-
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Judul Rumusan masalah Tujuan Perbedaan Hasil Penelitian 
undang yang berlaku. 
Pelaksanaan program 
sistem stasiun jaringan 
pada Lembaga Penyiaran 
Televisi Swasta Lokal di 
Sumatera Utara dalam 
Perspektif tanggung jawab 
sosial media 
Hal-hal apa saja yang 
menjadi kendala bagi para 
pengelola lembaga 
penyiaran televisi swasta 
lokal biro Medan 
menjalankan agenda 
program stasiun televisi 
swasta lokal berjaringan, 
dalam kerangka 
memberdayakan potensi 
informasi lokal 
Untuk mengetahui kendala 
yang dihadapi oleh pengelola 
Lembaga Penyiaran Televisi 
Swasta lokal berjaringan biro 
Medan dalam menjalankan 
agenda program stasiun lokal 
berjaringan 
Perbedaan dalam 
penelitian ini 
membahas mengenai 
program pelaksanaan 
penyiaran dengan 
pengimplementasian 
suatu peratauran yang 
telah ditetapkan 
Hasil penelitian dimana 
pelaksanaan program sistem 
stasiun jaringan pada Lembaga 
Penyiaran Televisi Swasta Lokal 
sudah dilaksanakan sesuai dengan 
system yang berlaku sehingga hal 
ini dapat memberikan dapat yang 
baik terhadap masyarakat 
terutama didalam menyampaikan 
setap informasi-informasi yang 
penting dan hiburan kepada 
masyarakat. 
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2.8 Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan upaya untuk mendefinisikan ruang 
lingkup masalah penelitian sesuai dengan variabel dan indikator yang telah 
ditetapkan berdasarkan teori yang nantinya dapat diterapkan untuk 
melaksanakan pengukuran lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan 
penafsiran dalam menganalisa penelitian.  
Tabel 2.2 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Indikator Sub indikator 
Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten 
Lingga Nomor 03 Tahun 
2012 Tentang Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal 
Bunda Tanah melayu 
a. Ukuran dan tujuan 
kebijakan 
 Penyelenggara penyiaran 
 Pelayanan informasi, 
hiburan, kontrol dan perekat 
sosial serta pelestarian 
budaya 
 
 b. Sumber Daya  Sumber Daya Manusia 
 Anggaran dan Pendapatan 
 c. Karakteristik agen 
pelaksana 
 Strukrur LPPL 
 d. Sikap/kecenderungan 
(disposition) para 
pelaksana 
 Pemahaman staff LPPL 
terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Lingga Nomor 
03 Tahun 2012 Tentang 
Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal Bunda Tanah Melayu 
 Respon Staff LPPL 
terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Lingga Nomor 
03 Tahun 2012 Tentang 
Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal Bunda Tanah Melayu 
 e. Komunikasi antar 
organisasi dan 
aktivitas pelaksana 
 Vertikal 
 Horizontal 
 Diagonal 
 f. Lingkungan 
ekonomi, sosial dan 
politik 
 Internal 
 Eksternal 
Sumber : Van Meter dan Van Horn (Agustino;2008 : 144) 
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2.9 Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.5 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran 
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 
2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Kabupaten Lingga 
Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik 
agen pelaksana, Sikap/kecenderungan (disposition) para 
pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktifitas 
pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 
Penerapan Peraturan Daerah dalam Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal di Kabupaten Lingga sesuai dengan Perda 
No 03 Tahun 2012 
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BAB III 
  METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini jenis kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data-
data yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, kemudian dipaparkan 
secara jelas untuk memberikan gambaran tentang adanya suatu fenomena 
sosial tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 
Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah 
Melayu. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini diwilayah Kabupaten Lingga. Alasan pemilihan 
lokasi karena LPPL BTM merupakan penyelenggara penyiaran publik milik 
daerah Kabupaten Lingga baru terbentuk 7 tahun yang lalu. Penelitian ini 
ingin mengetahui pelaksanaan Perda No 03 tahun 2012 tentang Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu sebagai lembaga yang 
ditunjukan oleh perda untuk menyelenggarakan penyiaran publik lokal. 
Oleh karena itu, tertarik untuk meneliti proses implementasi Perda 
Kabupaten Lingga Nomor 03 tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Bunda Tanah Melayu sebagai aturan dalam melaksanakan 
aktivitas penyelenggaraan penyiaran. 
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3.3 Objek dan Subjek Penelitian 
a. Objek Penelitian 
Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam  
suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk 
mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. 
Adapun Sugiyono (2017:41) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah 
“sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
tertentu tentang sesuatu hal objektif, tentang suatu hal (variabel tertentu)”. 
Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu 
b. Subjek Penelitian 
Sementara subjek penelitian menurut Sugiyono (2013) subyek 
penelitian merupakan narasumber utama yang dapat memberikan informasi 
data yang dibutuhkan guna mengungkap permasalahan dalam suatu 
penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun subjek dalam 
penelitian ini berjumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Sampel dalam Penelitian 
No Sampel Jumlah 
1 Dewan pengawas 1 orang 
2 Direktur umum dan Direktur program 2 orang 
3 Bagian produksi dan teknisi 2 orang 
4 Bagian administrasi dan rumah tangga 2 orang 
5 Bagian pemasaran dan humas 1 orang 
6 Penyiar LPPL RBTM 2 orang 
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Penelitian ini, melakukan pengambilan sampel berdasarkan 
pertimbangan tertentu untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan 
untuk mendapatkan data yang akurat. Karena, dalam teknik sampling 
purposive dibutuhkan orang yang benar-benar memahami bidangnya 
sebagai sumber informasi penelitian. 
 
3.4 Sumber dan Jenis Data 
Sehubungan dengan kebutuhan penelitian diperlukan data-data yang 
akurat dan aktual. Untuk itu teknik pengumpulan data terdiri dari data 
primer dan data sekunder. 
a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dilapangan dari para 
informan berupa informasi implementasi Perda Kabupaten Lingga 
Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Bunda Tanah Melayu dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, 
atau laporan tertulis yang mendukung dan berkaitan erat dengan 
masalah yang diteliti. Data yang terdiri dari : 
1) Gambaran umum Kabupaten Lingga 
2) Gambaran umum organisasi dan tata kerja LPPL BTM. 
3) Jumlah pegawai LPPL BTM berdasarkan jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, usia, dan masa kerja. 
4) Sarana dan prasarana yang dimiliki LPPL BTM 
5) Daftar rencana penyiaran publik LPPL BTM 
6) Kebijakan penyiaran dan data-data lain yang mendukung serta 
berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.5 Teknik dan alat pengumpulan data 
Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan 
dengan masalah penelitian, maka digunakan teknik 
a. Observasi 
Pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan 
gambaran rill dan objektif tentang perkembangan masalah yang akan 
diteliti secara nyata atau sebenarnya. Menurut Arikunto (2009;145) 
observasi adalah “pengamatan langsung, terhadap suatu objek dengan 
menggunakan seluruh alat indera yang dilakukan dengan tes, kuisioner, 
rekaman gambar, rekaman suara”. 
Observasi dalam penelitian ini nonpartisipan, tidak terlibat langsung 
dengan aktivitas orang yang diamati. Observasi dilakukan secara terus 
terang dan tersamar. Dimana dalam pengumpulan data menyatakan terus 
terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Mereka 
yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas 
penelitian. Tetapi dalam suatu saat observasi dilakukan secara tersamar 
untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih 
dirahasiakan. 
Penelitian ini mengamati kegiatan informan dengan menggunakan 
alat pengumpulan data berupa : catatan harian dan Check List yaitu daftar 
yang berisikan catatan-catatan yang bertujuan untuk memberi masukan 
informasi awal mengenai masalah yang diteliti. Pengamatan secara 
langsung para pegawai LPPL BTM yang bekerja, untuk melihat proses 
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penyelenggaraan penyiaran sesuai atau tidak dengan Perda Kabupaten 
Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Bunda Tanah Melayu. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan 
informasi secara lisan melalui tatap muka langsung dengan informan. 
“wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan tewawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Meolong; 
2010:183). 
Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara 
langsung lewat tatap muka secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dijawab oleh informan. Penelitian ini melakukan 
wawancara semiterstruktur (semistructure interview). Tujuannya 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diajak 
wawancara tentang pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 
wawancara, alat yang digunakan berupa pedoman wawancara yang 
berisikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan dapat digunakan 
untuk menjadikan wawancara yang dilakukan lebih terarah. Menggunakan 
alat perekam dan mencatat apa yang dikemukan oleh informan. 
Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan kepada para 
pegawai LPPL BTM yang dijadikan sampel penelitian yang bertujuan 
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menggali informasi yang akurat dari informan tentang implementasi perda 
Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Bunda Tanah Melayu dalam penyelenggaraan penyiaran dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data, karena 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan peristiwa 
yang telah berlalu. Menurut Guna dan Lincoln ((Meolong)2007:216) 
mengatakan “dokumentasi adalah bahan tertulis atau film”. Cara 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkategorikan dan 
mengklarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa gambar dan 
laporan tertulis. 
Dalam penelitian, dokumentasi merupakan bahan-bahan tertulis 
yang terdapat di LPPL berhubungan dengan masalah penelitian. Datanya, 
berupa laporan maupun kebijakan yang dibuat LPPL BTM sebagai 
kegiatan untuk melakukan implementasi Perda dalam penyelenggaraan 
penyiaran 
 
3.6 Teknik Analisa Data 
Analisa data dalam penelitian ini secara deskriftif kualitatif. Meolong 
(2007;35) menyatakan “analisa data kualitatif adalah proses 
pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta 
satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema seperti yang 
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disarankan oleh data”. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa 
dengan cara memilah data-data yang penting untuk diuraikan dalam 
penjelasan-penjelasan kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. 
Pengumpulan data melalui metode analisis data dilakukan setelah 
selesai tahap wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para pegawai 
LPPL BTM yang dijadikan sampel penelitian dengan cara memilah data 
yang penting sesuai dengan permasalahan penelitian. Dari data yang telah 
dipilih, selanjutnya menyajikan data berupa informasi yang telah tersusun 
untuk diolah menjadi kata-kata yang lebih mudah dibaca dan dipahami. 
Kemudian informasi tersebut dianalisa sesuai dengan teori dan digambarkan 
sesuai dengan temuan dilapangan. Selanjutnya dilakukan penarikan 
kesimpulan untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah itu. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Umum Kabupaten Lingga 
Pulau Lingga merupakan salah satu pulau yang terdapat di Provinsi 
Kepulauan Riau, sebagai Provinsi yang masih muda di Republik Indonesia seiring 
dengan Azam Kabupaten Lingga yang telah mentasbihkan diri sebagai “NEGERI 
BUNDA MELAYU” mau tidak mau, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan 
sejarah Kerajaan Riau Lingga, harus diungkit kembali dengan tahniah 
“mengangkat batang terendam”. Sebagai upaya revitalisasi sejarah Kerajaan 
Lingga. Penulis ingin membuka tabir kejayaan Kabupaten Lingga yang dulunya 
dikenal seantero dunia sebagai “Negeri Bunda Tanah Melayu”, sehingga Melayu 
menjadi tuan di negerinya sendiri, dan seperti kata Hang Tuah “Tak Melayu 
Hilang Di Bumi” akan tetap menjadi kenyataan, sesuai dengan Gurindam dua 
Belas. 
BERTINGKAP ALAM BER-PINTU ILAHI, adalah Motto di pulau yang 
masih dikatakan baru dijadikan Kabupaten, yakni Kabupaten Lingga, Motto 
tersebut bukan hanya digunakan untuk masyarakat penganut Agama Islam, 
melainkan untuk semua pemeluk agama, dan didalamnya banyak terserap 
Kebudayaan. Karena ditiap budaya yang ada di Negeri kita berpusat pada alam, 
disetiap pemeluk Agama pasti meyakini adanya Tuhan yang disembah, serta 
menjadikan moral sebagai nilai-nilai yang sangat dihormati. Dalam Undang-
undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Otonomi yang semula 27 Provinsi menjadi 
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33 provinsi, dan sekarang telah menjadi 34  Provinsi. Pemekaran yang lebih pesat 
terjadi pada Kabupaten dan Kota, karena disitulah fokusnya otonomi daerah. 
Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang masih muda di Republik 
ini, telah memekarkan daerahnya sehingga sampai tulisan ini ditulis menjadi dua 
kota dan lima kabupaten. Dua Kota itu adalah : Kota Batam dan Kota Tanjung 
Pinang. Sedangkan lima Kabupatennya adalah : Kabupaten Kepulauan Riau yang 
kemudian berubah menjadi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Setelah berbagai usaha 
ditopang dengan berbagai kondisi daerah, baik dari sisi pertumbuhan penduduk, 
luas daerah, pendapatan asli daerah serta untuk memperpendek rentang kendali 
pemerintahan dan berbagai aspek lainnya, maka terealisasilah cita-cita tersebut 
dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, dengan Undang-undang Nomor 
25 tahun 2002 (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Nomor 4237). Sedangkan Kabupaten Lingga terbentuk dengan Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4341). Dengan demikian jadilah Kabupaten Lingga 
sebagai daerah otonom termuda di Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu. 
Kabupaten Lingga yang Beribukotakan Daik, pada kegemilangan Raja-
raja Melayu “tempo dulu” dimana Kerajaan Melayu Riau Lingga terpusat di 
daerah ini. Kemudian barulah pusat kerajaan berpinddah ke Pulau Penyengat 
Indra Sakti. Dalam bukti sejarah tersebut peninggalan masa lalu di Daik Lingga 
dan sekitarnya, terdapat Masjid Sultan yang masih berdiri kokoh setiap saat 
digunakan masyarakat setempat sebagai pusat ibadah, juga ada bekas kamar 44 
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(empat puluh empat) bilik milik raja sebagai tanda keagungan raja sebagai 
seorang laki-laki, juga masih banyak lagi peninggalan sejarah yang saat ini 
ditempatkan di museum di ibu Kota Kabupaten Lingga yakni Daik.  
Daerah ini terdiri dari 9 kecamatan dengan 75 desa/ kelurahan,  yakni 
Kecamatan Lingga dengan ibukotanya Daik, kecamatan Lingga Utara dengan 
ibukotanya Pancur, Kecamatan Lingga Timur dengan ibukotanya Sei Pinang, 
Kecamatan Singkep dengan ibukotanya Dabo, Kecamatan Senayang dengan 
ibukotanya senayang, Kecamatan Singkep Barat dengan ibukotanya Raya, 
kecamatan Singkep Pesisir dengan ibukotanya Kote, Kecamatan Selayar dengan 
ibukotanya Penuba, dan kecamatan Singkep Selatan. Sembilan Kecamatan ini 
terletak pada tiga pulau yang berbeda. Kecamatan Singkep di pulau Singkep, 
kecamatan Lingga di pulau Lingga dan Kecamatan Senayang di pulau Senayang. 
Disamping tiga pulau tersebut, masih banyak pulau-pulau lainnya, karena itulah 
Kepulauan Riau ini dikenal dengan Negeri Segantang Lada. Di tiap pulau masih 
menyimpan potensi yang beraneka ragam, Sumber Daya Alam Pulau Lingga 
denga hutannya yang sangat lebat serta bersuhu udara yang dingin, karena 
terdapat Gunung Daik, yang menjadikan pulau ini subur, terdapat banyak rawa-
rawa di daerah ini untuk ditanami sagu sebagai tanaman utamanya. Lingga 
dikenal sebagai penghasil sagu yang tidak saja di konsumsi masyarakat setempat, 
tetapi juga di ekspor keluar negeri. 
 
4.2 Kabupaten Lingga dan Geografis 
Kabupaten Lingga yang terletak diantara 0 derajat 20 menit Lingtang 
Utara dengan 0 derajat 40 menit Lintang Selatan dan 104 Bujur Timur dan 105 
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Bujur Barat. Dengan luas Daratan serta lauatan 211.772 km persegi, dan lautan 
209.654,28 km persegi. Wilayah ini terdiri dari 377 buah pulau besar dan kecil, 
dalam survey terakhir terdapat pulau sebanya 512 pulau, hal ini dengan melihat 
dari system pasang surut air laut yang antara lain karena saat pasang besar antara 
satu pulau dengan pulau lainnya berpisah, dan saat air surut terlihat pulau-pulau 
tersebut menyatu, karena disatukan oleh karang yang ada. Tidak kurang dari 92 
pulau diantaranya sudah dihuni dan selebihnya belum berpenghuni, namun 
sebagian diantaranya dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya perkebunan. Batas 
Daerah Kabupaten Lingga ini ; sebelah Utara berbatasan dengan Kota Batam dan 
Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat 
Berhala, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indra Giri Hilir, dan sebelah 
Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Pada umumnya iklim daerah 
Kabupaten Lingga beriklim tropis, tempratur rata-rata terendah 23 derajat celcius 
dan tertinggi 30 derajat celcius. Kondisi alam di Kabupaten ini adalah daerah 
tropis dengan hutan-hutan yang sangat lebat, namun sebagian hutannya telah 
terjarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan adanya 
penebangan liar, walau demikian masih banyak menyimpan hutan lindung yang 
menjadi paru-paru kehidupan alam sekitar. 
Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten ini beragam, bagian terbesar 
adalah sebagai petani dan nelayan masih bersifat tradisional, yang lainnya sebagai 
buruh dipabrik-pabrik pengolahan sagu, pekerja tambang dan berbagai pekerjaan 
lainya. Ada beberapa pelabuhan laut yang menjadi urat nadi perekonomian dan 
transportasi di daerah ini. Pelabuahan Laut di Dabo Singkep bekas peninggalan 
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Unit Penambangan Timah Singkep (UPTS) merupakan pelabuhan utama yang 
rute pelayarannya Tanjung Pinang, Batam dan Jambi, namun pelabuhan ini masih 
tergantung cuaca, jika pada musim Selatan pelabuhan ini berombak besar 
dikarenakan menghadap ke laut lepas sehingga sulit untuk dipergunakan. 
Pelabuhan yang kedua terdapat di Kecamatan Lingga dikenal dengan nama 
Pelabuhan Tanjung Buton, merupakan pelabuhan penumpang dari dan ke Tanjung 
Pinang setiap harinya, pelabuhan yang ketiga yakni Pelabuhan Jagoh terdapat di 
Kecamatan Singkep Barat yang rutenya dari dan Tanjung Pinang setiap harinya, 
pada umumnya masing-masing kecamatan ada pelabuhan sebagai sarana 
transportasi barang dan orang, seperti Pelabuhan Pancur, Senayang dan lainnya. 
 
4.3 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu 
Penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam 
berkomunikasi massa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, 
hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk 
kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keberagaman dalam 
bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten 
Lingga. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) peraturan 
pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu 
berasal dari Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Radio 
Bunda Tanah Melayu FM Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, kemudian di 
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ubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 tahun 2012 tentang 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga. 
 
4.4 Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten 
Lingga. 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi                                                                                                                                                                                                      
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) yang 
sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan didalam pengimplementasian 
suatu kebijakan peraturan Pemerintah Daerah dengan baik. seperti setiap 
program yang telah disusun dengan rapi, walaupun dalam memberikan 
hiburan juga menyampaikan sumber informasi kepada masyarakat. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan penyelenggaraan 
penyiaran di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu 
Kabupaten Lingga seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, 
anggaran, fasilitas pendukung didalam melaksanakan kebijakan dan 
kemampuan didalam melaksanakan organisasi.  
 
5.2 Saran  
Dari kesimpulan yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat 
diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga agar dapat 
mengembangkan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) sebagai salah 
satu lembaga penyiaran public yang dapat meningkatkan kualitas 
pemerintah dan mengembangkan perekonomian masyarakat. 
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2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga lebih memperhatikan lagi 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) 
dengan menambahkan anggaran untuk meningkatkan mutu salah satunya 
menambah SDM yang berkualitas didalam menjalankan kegiatan penyiaran 
yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. 
3. Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan lagi 
penelitian ini dengan memperpanjang waktu penelitian dan menambah 
variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah 
dengan menggunakan analisis yang berbeda. 
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